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BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

‘ TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN SUBSIDI, HIBAH,

dANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011
1\

BUPATI BUNGO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara
pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Tata Cara Pemberian
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber
'Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2011;

undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang. . . . .
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T_ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578},

peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
pPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)

_peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

_peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

_Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2007 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah. . . .
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15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Nomar 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
pPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita _Daera'h
Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275); '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo.

Nt

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur nenyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

5. Bupati adalah Bupati Bungo, dan wakil Bupati adalah Wakil Bupati
Bungo.

&. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bungo.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara
umum daerah.

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD.

10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menearima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan transaksi PPKD.

11. Satuan Kerja. . . .
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

Satuan keria pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat
SkpKD adalah perangkat daerah yang bidang tugasnya melaksanakan
fungsi pengelolaan APBD.

SKPD/Bagian Teknis adalah SKPD atau Bagian pada Sekretariat Daerah
yang secara teknis melaksanakan fungsi tertentu dalam pengelolaan
subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan anggaran
PPKD.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-1S adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
PPKD dalam rangka permintaan pembayaran langsung untuk pihak
penerima dana atas dasar Keputusan Bupati, naskah perjanjian hibah
daerah atau dokumen lainnya atas beban DPA-PPKD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-PPPD kepada pihak penerima dana.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Uang Persediaan adalah sejumiah uang tunai yang disediakan untuk
keperluan pembayaran secara tunai oleh bendahara pengeluaran PPKD.

. pemerintah Daerah lainnya adailah pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota lain.

Perusahaan Daerah adalah bentuk usaha yang berbadan hukum
milik daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bungo.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang

dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk
menjalankan sebuah kegiatan bersama.

. Anggota masyarakat adalah Warga Negara indonesia.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Vertikai Pemerintah yang berada di

Daerah.

. Organisasi Semi Pemerintah adaiah organisasi yang dibentuk oieh

Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi masyarakat dan

lembaga sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang
beriaku.

28. Penerima Dana .....
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Penerima Dana adalah pihak ketiga berupa Instansi Vertikal Pemerintah,
pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Dusun, Organisasi/Lembaga,
Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat Perorangan yang
menerima dana subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan
pelanja bantuan keuangan dalam bentuk uang.

BAB II
PENGANGGARAN BELANIA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam
bentuk vang dianggarkan pada belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan SKPKD.

Pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada belanja langsung SKPD teknis sesuai
bidang tugasnya.

Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh
Kepala SKPKD selaku PPKD dalam bentuk RKA-PPKD.

Dalam rangka singkronisasi kebijakan anggaran, RKA-PPKD yang disusun
oleh Kepala SKPKD selaku PPKD dikoordinasikan [ebih lanjut bersama

Kepala SKPD/Bagian Teknis dan atau Instansi terkait lainnya sesuai
dengan bidang tugasnya.

PPKD melakukan konfirmasi tertulis atas RKA-PPKD yang disusunnya
dalam hal Kepala SKPD/Bagian Teknis dan atau Instansi terkait lainnya

tidak mengajukan usulan tertulis.

Dalam RKA-PPKD dapat disusun secara rinci atau hanya memuat
kelompok besar calon penerima dana.

Pasal 4

Setiap usulan yang diajukan oleh Kepala SKPD/Bagian Teknis dan atau
Instansi terkait lainnya kepada PPKD disusun sesuai kemampuan keuangan
daerah berdasarkan hasil pengkajian diantara formulasi sebagai berikut :

a.

Adanya kebutuhan masyarakat, berdasarkan usulan yang ditampungnya
atau sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Provinsi;

Adanya kebijakan Pemerintah Daerah berkenaan dengan kepentingan
umum masyarakat; dan atau

Memperhatikan hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemberian
belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja
bantuan keuangan dalam bentuk uang tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5 .. ..
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Pasal 5

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun oleh
Kepala SKPD Teknis dalam bentuk RKA-SKPD dengan memperhatikan
formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 4.

Untuk setiap RKA-SKPD yang memuat pemberian hibah dan bantuan sosial
berupa barang/jasa, Kepala SKPD teknis wajib menyampaikan konfirmasi
tertulis kepada Kepala SKPKD.

Pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada jenis belanja barang/jasa atau
belanja modal.

Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang modal
dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Proses pengadaan barang modal dilakukan oleh SKPD/Bagian
Teknis sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa Instansi
Pemerintah, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai
aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan;

b. pada saat diserahkan kepada penerima hibah dan bantuan
sosial terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset tetap sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP BELANJA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan
untuk menganggarkan bantuan biaya produksi dengan tujuan agar harga
jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
banyak yang diberikan kepada :

a. Perusahaan Daerah; dan atau

b. lLembaga.

Perusahaan Daerah dan atau lembaga penerima subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diperiksa atau bersedia
diperiksa sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

Belanja subsidi sebagaimané dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai
dengan keperiuan Perusahaan Daerah dan atau lembaga penerima

subsidi sebagaimana termuat dalam peraturan daerah tentang
APBD/Perubahan APBD.

Pemberian subsidi dilakukan meialui transfer dana kepada penerima
subsidi, baik sekaligus maupun bertahap dalam tahun anggaran
berkenaan dengan memperhatikan kondisi kas daerah.
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Pasal 7

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah kepada :

a. Pemerintah melalui Instansi Vertikai;

b. Perusahaan Daerah/BUMN;

c. Pemerintah Daerah lainnya;

d. Pemerintah Dusun;

e. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

f. Kelompok/Anggota Masyarakat; dan

g. Badan/Lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan
keputusan Bupati untuk nominal atau kelompok penerima tertentu.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dari DPA-PPKD vyang sekurang-kurangnya
memuat :

a. Rincian peruntukan pemberian hibah;
p. Pihak penerima hibah; dan
c. Besaran uang pemberian hibah;

pemberian hibah dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk barang/jasa
dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui transfer dana

kepada penerima hibah, baik sekaligus maupun bertahap dalam tahun
anggaran berkenaan dengan memperhatikan kondisi kas daerah.

Pasal 8

) Hibah kepada Pemerintah melalui Instansi Vertikal bertujuan untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Hibah kepada perusahaan daerah dan atau BUMN bertujuan untuk
menunjang peningkatan pefayanan kepada masyarakat.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar
umum.

Hibah kepada pemerintah dusun bertujuan untuk peningkatan partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di
dusun sesuai aspirasi masyarakat.

Hibah kepada lembaga/organisasi swasta dan kelompok/anggota
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(6) Belanja hibah . ...
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Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Hibah kepada Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain seperti @

Pelaksanaan kegiatan TMMD;

Pengamanan daerah;

Dukungan penyelenggaraan pemilihan presiden;

Dukungan penyelenggaraan pemilihan anggota DPD, DPR dan DPRD;
Dukungan penyelenggaraan pemilihan Gubernur; dan
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPUD.

b WL S - S S T ©

Pasal 9

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat bantuan
yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta
harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
naskah perjanjian hibah daerah.

Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus
diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan
tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kecuali diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat cakupan kegiatan yang harus dilaksanakan
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, identitas
penerima hibah, tujuan pemberian hibah, kewajiban penerima hibah dan
jumlah uang yang dihibahkan.

Pelaksanaan pengadaan barang sehubungan dengan penggunaan
dana hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan pedoman
pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 106

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
kepada :

a. Organisasi sosial kemasyarakatan;

b. Kelompok masyarakat; dan

c. Anggota masyarakat.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk nominal
atau kelompok penerima tertentu.

{(3) Keputusan.....
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Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dari DPA-PPKD vyang sekurang-kurangnya
menetapkan :

a. Rincian peruntukan pemberian bantuan sosial;

b. Pihak penerima bantuan sosial; dan

¢. Besaran nominal pemberian bantuan sosial.

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, antara lain meliput ©

a. Organisasi semi pemerintah, seperti seperti PMI, KONI, Pramuka,
KORPRI, dan PKK;

b. Organisasi non pemerintah, seperti LSM dan organisasi
kemasyarakatan lainnya;

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus

diberikan setiap tahun anggaran, kecuali bantuan yang diwajibkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengadaan barang sehubungan dengan penggunaan
dana bantuan sosial dilakukan oleh penerima bantuan sosial sesuai
dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang vyang selanjutnya
dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa oleh penerima bantuan
sosial, dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung.

Pemberian bantuan sosial dilakukan melalui transfer dana kepada
penerima bantuan, baik sekaligus maupun bertahap dalam tahun
anggaran berkenaan dengan memperhatikan kondisi kas daerah.

Pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat dalam

jumlah tertentu dapat dilakukan secara tunai kepada penerima
bantuan. '

Pasal 11

Belanja bantuan keuangan digunakan unfuk menganggarkan pemberian
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah
daerah tertentu atau pemerintah dusun atau partai politik sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau pemerintah
dusun penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan penggunaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dapat mensyaratkan

penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APB Dusun penerima
bantuan.

{4) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah dusun diatur iebih lanjut

dalam Peraturan Bupati tersendiri.

{5) Penganggaran. . . . .
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Penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan kepada
partai politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik.

Besaran dana dan penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pemberian bantuan keuangan dilakukan melalui transfer dana
kepada penerima bantuan, baik sekaligus maupun bertahap dalam
tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kondisi kas
daerah.

Pelaksanaan pengadaan barang sehubungan dengan penggunaan
dana bantuan keuangan dilakukan oleh penerima bantuan sosial
sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah.

BAB IV
KAIDAH PENGELOLAAN BELANJA
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12
Pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan, diselenggarakan oleh :
3. SKPKD selaku pengendali anggaran;
b. SKPD/Bagian Teknis selaku pengendali teknis;

Selaku pengendali anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, SKPKD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Analisis perencanaan kebutuhan anggaran untuk disusun lebih lanjut
ke dalam RKA-PPKD;

b. Analisis ketersediaan anggaran dan dana serta verifikasi kelengkapan
bahan administrasi untuk proses pencairan dana;

c. Penyiapan bahan administrasi pencairan dana dan dokumentasi
pertanggungjawaban penggunaan dana;
d. Penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan kKeuangan

berkenaan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja
subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan; dan

e. Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam naskah
perjanjian hibah daerah.

Selaku pengendali teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

SKPD/Bagian Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran sesuai formulasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan usulan yang

ditampungnya atau sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD bersangkutan;

b. Perumusan. . . .
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b. Perumusan kebijakan umum dan teknis berkenaan dengan
pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
dalam bentuk uang dan atau barang, seperti penyiapan petunjuk
teknis pelaksanaan, penerbitan Keputusan Bupati, dan penyiapan
rancangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

c. Penghimpunan surat permohonan dan verifikasi rencana penggunaan
dana yang termuat dalam surat permohonan dan kelengkapan
dokumen pendukung serta penerbitan rekomendasi dalam rangka
pencairan dana; dan

d. Pemantauan penggunaan dana beserta laporan

pertanggungjawabannya, serta evaluasi terhadap efektifitas
pemberian dana.

Bagian Teknis melaksanakan urusan perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan atas pemberian belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan dalam hal urusan dimaksud tidak termasuk tugas
pokok dan fungsi SKPD Teknis sesuai bidang tugasnya.

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dapat dibentuk Tim Koordinasi, Tim Verifikasi dan
Pemantau melalui penyediaan anggaran belanja langsung SKPD/Bagian
Teknis berkenaan dalam APBD.

Ruang lingkup bidang urusan pemerintahan terkait dengan belanja
subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mengacu pada
tugas pokok dan fungsi SKPD/Bagian Teknis berkenaan, dengan
berpedoman pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN
KEUANGAN

Pasal 13

y Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam

bentuk uang dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilaksanakan
oleh Wakil Bupati sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan
berdasarkan :

a. Rekomendasi Kepala SKPD/Bagian Teknis yang diajukan kepada
Bupati berdasarkan Keputusan Bupati terhadap pemberian subsidi,
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tertentu.

b. Rekomendasi Kepala SKPD/Bagian Teknis yang diajukan Kkepada
Bupati terhadap pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan tertentu yang tidak ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Penerbitan. . . .
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Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala SKPKD selaku PPKD
menyangkut ketersediaan dana dalam rekening kas daerah.

Pasal 14

Kategori pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
yvang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pemberian subsidi dan bantuan keuangan tanpa memperhatikan
besaran nominal;

b. Pemberian hibah tanpa memperhatikan nominal meliputi kepada
Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah
Lainnya, Pemerintah Dusun dan Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN.

c¢. Pemberian hibah  kepada lembaga/organisasi swasta dan
kelompok/anggota masyarakat serta pemberian bantuan sosial yang
telah lolos seleksi/verifikasi bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) ke atas, atau gabungan dari beberapa permohonan yang sifat
dan atau peruntukan penggunaan dana yang sejenis;

Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat peruntukan penggunaan dana, besaran
dana dan identitas lengkap penerima dana seperti alamat dan nomor
rekening bank yang masit berlaku.

Dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati terhadap pemberian subsidi,
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan tahapan sebagai berikut :

a. Kepala SKPD/Bagian Teknis melakukan seleksi berupa verifikasi
terhadap permohonan vyang diajukan oleh pemohon guna
terpenuhinya persyaratan formal dan material dan memperhatikan
pertimbangan lainnya yang relevan;

b. Untuk memperkuat hasil verifikasi, Kepala SKPD/Bagian Teknis dapat

melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna diperoleh data
yang valid dan lengkap.

¢. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan atau pengecekan langsung ke
lapangan ternyata permohonan yang diajukan pemohon dinilai layak
dgan memenuhi persyaratan, maka Kepala SKPD/Bagian Teknis
berkoordinasi lebih ilanjut dengan Kepala SKPKD selaku PPKD
menyangkut ketersediaan anggaran dalam DPA-PPKD;

d. Hasil verifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c dituangkan lebih lanjut daiam Lembaran Verifikasi
sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati.

e. Tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d dapat dilakukan sebelum atau setelah penetapan APBD.

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),
Kepala SKPD/Bagian Teknis mengajukan rekomendasi kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

(5) Apabila. . ..
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Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi ternyata permohonan
yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak layak atau tidak memenuhi
persyaratan, maka Kepala SKPD/Bagian Teknis mengembaiikan
permohonan dimaksud kepada pemohon.

Pengembalian berkas permohonan disampaikan kepada pemohon dalam
bentuk surat pemberitahuan yang isinya menyatakan :

a. Permchonan ditolak disertai alasan penolakan.

b. Permohonan harus diperbaiki kembali dan dilengkapi dengan
persyaratan formal dan material yang diperiukan.

Pasal 15

Apabila permohonan yang diajukan pemohon bersifat insidentil atau tidak
termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1), maka Kepala SKPD/Bagian Teknis melakukan verifikasi terhadap
permohonan tersebut.

Verifikasi dilakukan guna terpenuhinya persyaratan formal dan material
untuk setiap jenis pemberian hibah dan bantuan sosial termasuk

pengecekan langsung ke lapangan guna diperoleh data yang valid dan
lengkap.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan atau pengecekan langsung ke
lapangan ternyata permohonan yang diajukan pemohon dinilai layak dan
memenuhi persyaratan, maka Kepala SKPD/Bagian Teknis berkoordinasi
iebih lanjut dengan Kepala SKPKD selaku PPKD menyangkut ketersediaan
anggaran dalam DPA-PPKD termasuk ketersediaan dana dalam rekening
kas daerah.

Hasil verifikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
avat (3) dituangkan iebih lanjut dalam Lembaran Verifikasi sebagai dasar

pengajuan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk
memperoleh persetujuan.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi ternyata permohonan
yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak layak atau tidak memenuhi
persyaratan atau tidak tersedia anggarannya dalam DPA-PPKD, maka

Kepala SKPD/Bagian Teknis mengembaiikan permohonan dimaksud
kepada pemohon.

Pengembalian berkas permohonan diberitahukan kepada pemohon dalam
yang isinya menyatakan bahwa permohonan ditolak disertai alasan
penolakan dan atau permohonan harus diperbaiki kembali dan dilengkapi

dengan persyaratan formal dan material yang diperiukan.

Pasal 16

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal
15 ayat (4) dituangkan dalam bentuk nota dinas diajukan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

(2) Berdasarkan . . ..
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Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati/Wakil Bupati memberikan disposisi yang herisi persetujuan baik
sebagian maupun seluruh besaran dana yang diajukan, atau tidak
memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala SKPKD selaku PPKD untuk

memproses pencairan dana.

Pasal 17

) Permchonan yang diajukan pemochon harus memenuhi persyaratan

formal dan material untuk setiap jenis pemberian subsidi, hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan.

Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wmeliputi
keabsahan dan kelengkapan dokumen administrasi.

Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Peruntukan rencana penggunaan dana yang tercantum dalam
permohecnan, secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk kebijakan vyang
ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Permohonan yang diajukan pemohon tidak berufang setiap tahun
anggaran atau dalam tahun berkenaan, kecuali pemberian untuk itu
dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah atau
sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

c. Permohonan yang diajukan sejalan dengan maksud dan tujuan
pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

d. Pemohon tidak termasuk dalam kategori organisasi/lembaga terlarang
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Persyaratan formal menyangkut keabsahan dokumen administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, meliputi :

a. Permohonan beserta dokumen pendukung dibuat secara tertulis yang
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Bagian Teknis, dan
ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga serta diberi stempel
organisasi/lembaga berkenaan.

b. Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.
Persyaratan formal kelengkapan dokumen administrasi yang harus

dipenuhi berkenaan dengan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 18. ...
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Pasal 18

Pencairan dana berkenaan dengan pemberian subsidi, hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui transfer dana, dengan
tahapan sebagai berikut :

a. Penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.

b. Penerbitan SPM oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

€

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pembayaran secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dapat

dilakukan apabila :

a. Rekomendasi yang diajukan oleh SKPD/Bagian Teknis telah
memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati;

b. Anggaran untuk keperluan tersebut masih tersedia dalam kode
rekening belanja berkenaan;

c. Dana untuk keperiuan tersebut masih tersedia pada rekening kas
daerah; :

d. Seluruh dockumen administrasi yang menjadi persyaratan telah
diterima secara lengkap.

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam
bentuk uang, pembayarannya dilakukan melatui :

a. Mekanisme langsung (LS) vang ditransfer ke rekening bank atas
nama pihak penerima; atau

b. Pembayaran secara tunai khusus untuk pemberian bantuan sosial
kepada anggota masyarakat percorangan vang bernilai di bawah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan menggunakan uang
persediaan Bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 19
Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Bendahara Pengeluaran PPKD
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran, sekurang-kurangnya :
Kuitansi bukti pembayaran.
Berita Acara Pembayaran.

Surat Keterangan yang menyatakan bahwa uang yang diterima secara

tunai jumlahnya cukup sesuai dengan jumlah yang tertera dalam
kuitansi bukti pembayaran.

o T

Bendahara Pengeluaran PPKD mencatat transaksi pembayaran secara
tunai dan pembayaran melalui penerbitan SP2D-LS ke dalam pembukuan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Bendahara Pengeluaran PPKD wajib menyelenggarakan administrasi SPP,
pembukuan, penyimpanan dokumen, pemantauan laporan penggunaan

dana dan pelaporan pertanggungjawaban fungsional berkenaan dengan
pelaksanaan tugasnya.

(2) PPK-SKPKD. . . ..
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PPK-SKPKD wajib menyelenggarakan administrasi SPM, penyimpanan

dokumen, akuntansi dan penyajian laporan keuangan PPKD berkenaan
dengan pelaksanaan tugasnya.

Kuasa BUD wajib menyelenggarakan administrasi SP2D, pengendalian
ketersediaan dana dalam rekening kas daerah, penyimpanan dokumen

akuntansi dan penyajian laporan arus kas Pemerintah Daerah berkenaan
dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VI

PERTANGGUNG3IAWABAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL TERHADAP BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi,
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya, dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud
kepada Bupati sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bukti awal pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan
Dana yang ditandatangani oleh penerima dana.

Bupati dapat memberikan sanksi dalam hal penerima dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pasal 22

} Penerima dana wajib menggunakan dana sesuai rencana penggunaan

yang termuat dalam permohonan/proposal atau dokumen penetapan
fainnya.

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh penerima dana disertai dengan
bukti pembayaran berupa kuitansi, faktur atau bukti pembayaran lainnya
yang sah, serta dicatat sesuai urutan tanggal.

Dalam hal pembayaran vyang dilakukannya tidak memungkinkan
memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka penerima dana mencatat pembayaran dimaksud ke dalam daftar
pembayaran riil.

Berdasarkan catatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), penerima dana membuat laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana yang disusun sesuai rincian rencana penggunaan dana
yang termuat dalam permohonan/proposal.

Pasal 23. ...
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Pasal 23

\ Penerima dana selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari kerja sejak

penerimaan dana, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
awal atas penggunaan dana yang telah diterimanya kepada :

a. Bupati melalui Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

b. Kepala SKPD/Bagian Teknis berupa tembusan.

Apabila jangka waktu penggunaan dana ternyata meiebihi 15 (lima belas)
hari kerja sejak tanggal penerimaan dana, maka penyampaian laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana tahap berikutnya disampaikan

setiap buian sebelum tanggal 10 (sepuluh) buian berikutnya sampai
dengan akhir kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana di akhir
kegiatan wajib disertai dengan bukti pembayaran dan atau daftar
pembavyaran riil dalam 2 (dua) rangkap, yang ditujukan kepada :

a. Bupati melalui Kepala SKPKD selaku PPKD;
b. Kepala SKPD/Bagian Teknis berupa tembusan.

Apabila batasan waktu penyampaian laporan dan penyerahan bukti
pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi oleh penerima dana, maka
Kepala SKPD/Bagian Teknis menyampaikan :

a. Surat pemberitahuan tahap pertama dan kedua kepada penerima
dana;

b. Surat penagihan kepada penerima dana untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana dilengkapi bukti pembayaran

dan atau daftar pembayaran riil, apabila surat pemberitahuan tahap
pertama dan kedua tidak diindahkan.

c. Rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada

penerima dana berupa penundaan pembayaran tahap berikutnya dan
atau sanksi sejenis lainnya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) adalah pertanggungjawaban subsidi, hibah,

bantuan sosial dan bantuan keuangan yang pengaturannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

SKPD/Bagian Teknis meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana beserta bukti pembayaran yang disampaikan oleh pihak penerima,
termasuk pemantauan langsung ke lapangan.

SKPD/Bagian Teknis melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian
subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berdasarkan hasii
peneiitian dan pemantauan yang dilakukannya.

(3) Hasil evaluasi. . . .
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Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sekurang-
kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Bupati dengan tembusan
kepada Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai pertimbanagan untuk
penganggaran tahun berikutnya.

Dalam ranaka tertib administrasi sehubungan denaan belaksanaan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3), SKPD/Bagian Teknis menyelenggarakan penatausahaan dan
dokumentasi sekurana-kurananva sebaaai berikut :

a. Pendataan dan pengumuman calon penerima dana.

b. Penatausahaan data penerima dana, jumiah dana vyang diterima,
seruntulan sengminaan tama dan fabun oanarimaan dass

c. Penatausahaan tanggai pengajuan permohonan oleh pemohon, hasii
verifikasi tim, penerbitan rekomendasi, persetujuan Bupati/Wakil
Bupati, pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban
penggunaan dana.

d. Dokumentasi berkas pengajuan permohonan, Keputusan Bupati,
Lembaran Verifikasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana disertai dengan bukti pendukung yang lengkap dan sah.

e. Dokumentasi hasil kerja tim yang melaksanakan pemantauan
langsung ke lapangan.

Pasal 25

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan
dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan
oien Inspektorat.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difaksanakan dalam

bentuk pemeriksaan secara berkala dalam tahun anggaran berkenaan
dan atau pemeriksaan tertentu.

BAB VII
HETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bentuk format yang digunakan berkenaan dengan prosedur pengajuan
permohonan, verifikasi permohonan, penerbitan rekomendasi, pencairan
dana, peiaporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dan pemantauan
atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tercantum dalam

Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati int.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 .. ..
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Pasal 27

{1) Prosedur pengajuan permochonan dan penyaluran dana sebagaimana
termuat dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap sejak
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011,

(3) Prosedur pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi penggunaan
dana sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan
secara bertahap sejak pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, dan
dilaksanakan seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan atas
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 =/ 0 - 29U

RATI BUNGO,

| * Q%
i

SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Padia tanggal 3 - 40 - Qo //

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 49 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 OKTOBER 2011

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2011.

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN SKPD/BAGIAN TEKNIS YANG MENANGANI
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BELANJA SUBSIDI

b1
P S

Obyek Beianja
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah/ Lembaga

1.1 Rincian Cbyek Belanja
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah

1.2

1)

2)

3)

Ruang Lingkup
Pemberian subsidi berupa bantuan biaya produksi yang dibutuhkan oleh
Perusahaan Daerah dengan tujuan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

dapat terjangkau masyarakat, dan pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah
berkenaan tercantum dalam APBD

Sasaran
Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bungo

SKPD/Bagian Teknis

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah atau dengan nama dan
sebutan lainnya

Rincian Obyek Belanja
Belania Subsidi RASKIN

1}

2)

Ruang Lingkup

Pemberian subsidi berupa penggantian biaya transportasi pengangkutan beras
untuk rakyat miskin kepada lembaga berwenang dengan tujuan agar harga beras
tersebut dapat terjangkau masyarakat

Sasaran
Lembaga pengelola distribusi beras ke lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah

SKPD/Bagian Teknis

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah atau dengan nama dan
sebutan lainnya

II. BELANJA HIBAH . . ..
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BELANJA HIBAH

1.

Obyek Beianja
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

1)

2)

3)

Ruang Lingkup

Pemberian hibah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan di daerah

Sasaran

Instansi Vertikal dalam Kabupaten Bungo, yang melaksanakan kegiatan antara
lain seperti : ‘

Pelaksanaan kegiatan TMMD

Pengamanan daerah ‘

Dukungan penyelenggaraan pemilihan presiden

Dukungan penyelenggaraan pemilihan anggota DPD, DPR dan DPRD

Dukungan penyelenggaraan pemilihan Gubernur

Penyeienggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPUD

S0 QDU

SKPD/Bagian Teknis
SKPD/Bagian Teknis yang bidang tugasnya memiliki hubungan fungsional dengan
Instansi Vertikal berkenaan, antara lain :

a. Badan Kesbangpol Linmas antara lain berupa pelaksanaan kegiatan
TMMD

b. Satpol PP antara lain berupa kegiatan pengamanan daerah

Sekretariat KPUD antara lain untuk kegiatan :
{1) dukungan penyelenggaraan pemilihan presiden
{2) dukungan penyelenggjaraan pemilihan anggota DPD, DPR dan DPRD
(3) dukungan penyelenggaraan pemilihan Gubernur
(4) penyeienggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
d. SKPD Teknis lainnya

Obyek Belanja
Belanja Hibah ¥epada Peme:ﬁntah Daerah Lainnya

1)

2)

3)

Ruang Lingkup
Pemberian hibah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan quanan dasar umum sebagai pelaksanaan lebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan

Sasaran
Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota

SKPD/Bagian Teknis

Bagian yang bidang tugasnya menangani pemerintahan umum dan atau SKPD
terkait yang membidangi teknis layanan dasar umum, antara lain :

a. Bagian. . . .



a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnya

b. SKPD terkait yang membidangi teknis layanan dasar umum

Obyek Belanja ‘ '
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Dusun

1) Ruang Lingkup
Pemberian hibah dengan tujuan untuk peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di dusun sesuai aspirasi
masyarakat sejalan dengan pfogram Pemerintah Daerah

2) Sasaran

Pemerintah Dusun dalam Kq&bupaten Bungo yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah

3) SKPD/Bagian Teknis
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana atau dengan nama dan sebutan lainnya

Obyek Belanja ‘
Belanja Hibah Kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN

1) Ruang Lingkup ‘
Pemberian hibah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN sejalan
dengan program Pemerintah Daerah

2) Sasaran

Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bungo dan atau BUMN yang
beroperasi (wilayah kerjanya) mencakup Kabupaten Bungo

3) SKPD/Bagian Teknis, antara lain :

a. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah atau dengan nama dan
sebutan lainnya ‘

b. SKPD teknis yang bidang tugasnya terkait dengan bidang usaha Perusahaan
Daerah/BUMD/BUMN dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Obyek Belanja ‘
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

1) Ruang Lingkup
Pemberian hibah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan program Pemerintah
Daerah

3) Sasaran . . .,



2) Sasaran

3)

\

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang berperan aktif dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan
penyelenggaraan pemerintaﬁan daerah sejalan dengan program Pemerintah
Daerah ‘

SKPD/Bagian Teknis, antara laﬁn :
a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau dengan

nama dan sebutan lainny}a, berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian kepada Ba lan/Lembaga/Organisasi yang berperan aktif dalam
xegiatan keagamaan 1

b. Dinas Kebudayaan, Pariﬁisata, Pemuda dan Olahraga, berkenaan dengan
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kepada Badan/Lembaga/Organisasi
yang berperan aktif daiam{ kegiatan antara lain :
(1) kesenian dan kebudayaFn
{2} kepemudaan 1
(3) keolahragaan |

c. Dinas Pendidikan, berﬂ(enaan dengan pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian kepada Badbn/Lembaga/Organisasi yang berperan aktif dalam
kegiatan pendidikan non perguruan tinggi antara lain seperti :
(1) Bantuan Operasional Siekolah (BOS) Swasta
(2) Bantuan Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dan Pendidikan Luar

Sekolah 1

(3) Bantuan Operasional Madrasah Diniyah Swasta

d. SKPD teknis lainnya yanq‘ mewadahi pembinaan dan pengendalian kepada
Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta terkait sesuai bidang tugasnya

Obyek Belanja
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

1)

2)

3)

|
Ruang Lingkup
Pemberian hibah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintaHan daerah sejalan dengan program Pemerintah
\
Daerah

Sasaran
Kelompok/Anggota Masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah atal{ secara fungsional terkait dengan dukungan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan program Pemerintah
Daerah |

SKPD/Bagian Teknis, antara lain :

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yang berperan aktif
dalam kegiatan keagamaan

b. Badan Pemberdayaan . . .
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b. Badan Pemberdayaan Mésyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga é}erencana atau dengan nama dan sebutan lainnya,
berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kepada
Kelompok/Anggota Masy‘ rakat yang berperan aktif dalam kegiatan
pemberdayaan masyarak; dan pemberdayaan perempuan antara lain
seperti : \

(1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
(2) Bantuan Operasional Lembaga Adat
(3) Bantuan Operasional PkK dan Dharma Wanita

c. SKPD teknis lainnya yang mewadahi pembinaan dan koordinasi
Kelompok/Anggota Masyar‘fakat terkait sesuai bidang tugasnya
1
\
i
BELANJA BANTUAN SOSIAL
1. Obyek Beianja |
Belanja Bantuan Sosial Kepad‘n Organisasi Sosial Kemasyarakatan
1) Ruang Lingkup ‘
Pemberian bantuan sosial d{engan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan
bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya

|

2) Sasaran ‘
Organisasi Sos:al Kemasyarakatan yang berdomisili dalam Kabupaten Bungo atau
kegiatannya mencakup Kabupaten Bungo atau kegiatan yang dilaksanakannya

secara fungsional terkait ‘engan dukungan penyelenggaraan pemerintahan
daerah

|
3) SKPD/Bagian Teknis, antara lain :
a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnyz:

b. SKPD teknis yang mewadahi pembinaan dan koordinasi Organisasi Sosial
Kemasyarakatan berkena?n

1
2. Obyek Belanja |

Belania Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
|

1) Ruang Lingkup
Pemberian bantuan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan
bagi program dan kegiatan fpemerintah daerah pada umumnya

2) Sasaran

Kelompok Masyarakat yang berdomisiii dalam Kabupaten Bungo atau kegiatannya
mencakup Kabupaten Bungo atau kegiatan yang dilaksanakannya secara
fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah

3) SKPD/Bagian Teknis . .




3)

Obyek Belanja

SKPD/Bagian Teknis, antara jain :

a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnya berkenaan dengan pemberian bantuan sosial
antara lain sebagai berikut :
(1) Bantuan Sosial Rumah Ibadah
(2) Bantuan Sosial Keagamaan fainnya

b. SKPD teknis yang mewadahi pembinaan dan pengendalian kegiatan
Keiompok Masyarakat bemenaan

Belanja Bantuan Sosial Kepacia Anggota Masyarakat
i

1)

2)

3)

Ruang Lingkup 1

Pemberian bantuan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan
sosial dan ekonomi masy}arakat secara langsung serta bersifat stimulan
bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya

Sasaran ‘

Anggota Masyarakat yang berdomisili dalam Kabupaten Bungo atau tercatat
sebagai penduduk Kabupaten Bungo yang kegiatannya mencakup Kabupaten
Bungo dan kegiatan yang dilaksanakannya secara fungsional terkait dengan
dukungan penyelenggaraan Pemerintahan daerah

SKPD/Bagian Teknis, antara %Iain g

a. Bagian Administrasi Kes;ejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan !ainny?a

b. Dinas Pendidikan atau diengan nama dan sebutan lainnya berkenaan dengan
pemberian bantuan sasiéi antara lain sebagai berikut : ‘
(1) Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Non PNS Berprestasi
atau Kurang Mampu |
(2) Bantuan Sosial Penqmman Pelajar Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat
Provinsi, Nasional dap Internasional

c. SKPD teknis yang seca%ra fungsional membidangi pembinaan kegiatan atau
yang menangani urusan peningkatan kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi Anggota Masy‘hrakat

[V. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1.

Obyek Beianja
Belanja Bantuan Bantuan Kqéuangan Kepada Provinsi

1)

Ruang Lingkup

Pemberian bantuan keuangan yang'bersifat umum atau khusus kepada Provinsi
sesuai peraturan perundang-undangan

2) Sasaran....



2) Sasaran

Provinsi yang ditetapkan o'eh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan ‘

3) SKPD/Bagian Teknis, antara lain :
a. Bagian Administrasi Pemérintahan Umum Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnya?
b. SKPD terkait yang bidahg tugasnya sejalan dengan maksud pemberian
bantuan keuangan kepada Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan

Obyek Belanja
Belania Bantuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

1) Ruang Lingkup |
Pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada

Kabupaten/Kota sesuai peratt%lran perundang-undangan

2) Sasaran |

Kabupaten/Kota vyang ditet?pkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan

3) SKPD/Bagian Teknis, antara lain :
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah atau dengan
nama dan sebutan lainnya

b. SKPD terkait yang bidang tugasnya sejalan dengan maksud pemberian

bantuan keuangan kepa}da Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-

undangan 1
i

Obyek Belanja
Belania Bantuan Bantuan Kegangan Kepada Desa

1) Ruang Lingkup

Pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Dusun
sesuai peraturan perundang-undangan

2) Sasaran
Dusun dalam Kabupaten Buﬁgo vang ditetapkan cleh Pemerintah Daerah

3) SKPD/Bagian Teknis
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana atau dengan nama dan sebutan lainnya

Obyek Belanja
Belania Bantuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

1) Ruang Lingkup . ...



1)

2)

3)

Ruang Lingkup
Pemberian bantuan keuanga

n yang bersifat umum atau khusus kepada Partai

Politik sesuai peraturan perundang-undangan

Sasaran

Partai Politik dalam Kabupaten Bungo yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan

SKPD/Bagian Teknis
Badan Kesbangpo! Linmas ate

3t dengan nama dan sebutan lainnya
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 49 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 OKTOBER 2011l
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH,
. BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2011.

PERSYARATAN FORMAL
YANG HARUS DIPENUHI BERKENAAN DENGAN
PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

SUBSIDI

1. Persyaratan Keabsahan Doku:‘hen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang d#tujukan kepada Bupati melaiui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan daerah serta diberi
stempel. ?

2) Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

2. Persyaratan Kelengkapan Dolﬁumen Administrasi
Apabila permohonan tertulis yamF| diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk

disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
1) Proposal yang berisi inform?si sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkena;an, jumlah dana yang dibutuhkan beserta sumber

pendanan, rincian rencana penggunaan dana, sasaran (target), keluaran {(output)
dan hasil (outcome); 1

2) Photocopy Laporan Keuangén perusahaan daerah tahun terakhir yang telah
diperiksa oleh lembaga yang berwenang;

3) Photocopy Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga yang
berwenang atas pemeriksaan lLaporan Xeuangan perusahaan daerah tahun
terakhir; 1

4) Photocopy laporan penggunaaﬁn dana atas penerimaan subsidi sebelumnya;

|
5) Photocopy Keputusan pengangkatan pimpinan perusahaan daerah;
6) Surat Keterangan nomor rekq‘ning‘ bank atau photocopy buku rekening giro bank.

7) Surat Keterangan ringkasan dasar hukum pendirian perusahaan daerah
berkenaan; i

8) Surat Pernyataan Tanggungjpwab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akan direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
Kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani

oleh pimpinan perusahaan daerah.

9) Dokumen pendukung lainnyaj yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permohonan ?

II. HIBAH . . . . .
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HIBAH
II.i. HIBAH KEPADA PEMERINTAH ?USAT
1
1. Persyaratan Keabsahan Dokunluen Administrasi

1} Permohonan tertulis yang d:tu;ukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan dltandataﬁgam oleh pimpinan Instansi Vertikal serta diberi
stempel. }

2) Permohonan berisi informa#i yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendulﬂung.

2. Persyaratan Keiengkapan Dok#,lmen Administrasi

Apabila permohonan tertulis yani diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk

disetujui, maka harus dilengkapi lengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal yang berisi informa%si sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkenain, jumiah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)
dan hasil (outcome); 1

2) Photocopy laporan penggunaah dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3) Photocopy Keputusan pengangkatan pimpinan Instansi Vertikal;

4) Surat Keterangan nomor rekemng bank atau atau photocopy buku rekening giro
bank. |

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana aka‘ direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oieh pimpinan iembaga/organisasi

6) Surat Keterangan berisi rmgkasan dasar hukum pendirian Instansi Vertikal
berkenaan;

7) Photo bangunan gedung atau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung lainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permohonan; 1

II.2. HIBAH KEPADA PEMERINTAH ;DAERAH LAINNYA
1. Persyaratan Keabsahan Dokudhen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan dltandatanqam oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
serta diberi stempel. 1

2) Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

2.

Persyaratan Kelengkapan Dokpmen Administrasi

Apabila permohonan tertulis yangl; diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk
disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal . ..
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1) Proposal yang berisi informafi sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkena ‘n, jumiah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana per‘jggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)

dan hasil (outcome);

2} Photocopy laporan penggunaap dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3) Photocopy Keputusan pengangkatan Kepala Daerah atau pejabat terkait yang
ditunjuk; ‘

4) Surat Keterangan nomor rek Tning bank atau atau photocopy buku rekening giro
bank.

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akalp direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oieh pimpinan iembaga/on‘gan}isasi.

6) Surat Keterangan berisi rindkasan dasar hukum pendirian Pemerintah Daerah
berkenaan; |

7) Photo bangunan gedung atau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung jainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam

|
permohonan; 1
i
|
|

HIBAH KEPADA PEMERINTA“ DUSUN

Persyaratan Keabsahan Dokdmen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang éiitujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh Rio (Kepala Dusun) serta diberi stempel.

2) Permohonan berisi infor@asi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

Persyaratan Kelengkapan Dakumen Administrasi

Apabila permohonan tertulis yaipg diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk
disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal yang berisi infor nasi sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkerrraan, jumlah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana Aenggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)
dan hasil (outcome); |

2) Photocopy laporan penggunaan dana atas penerimaan hibah sebelumnya;
3) Photocopy Keputusan pengangkatan Rio dan perangkat dusun terkait;

4) Surat Keterangan nomor reikening bank atau atau photocopy buku rekening giro
bank. |

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akan direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan

kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oleh pimpinan Iembaga/organisasi.

6) Surat Keterangan berisi rin?kasan dasar hukum pendirian Dusun berkenaan;

7) Photo bangunan . ...



IL.4.
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7) Photo bangunan gedung atau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung lainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permohanan;

HIBAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD/BUMN

Persyaratan Keabsahan Dokumen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan daerah/BUMD/BUMN
serta diberi stempel.

2) Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

Persyaratan Kelengkapan DolLumen Administrasi

Apabila permohonan tertulis yang diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk

disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal yang berisi informasi sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkenaan, jumiah dana yang dibutuhkan beserta sumber

pendanan, rincian rencana pénggunaan dana, sasaran (target), keluaran {output)
dan hasil (outcome); ‘

2) Photocopy laporan penggunabn dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3} Photocopy Keputusan pengar?gkatan pimpinan Perusahaan Daerah berkenaan;

4) Surat Keterangan nomor reki‘ening bank atau atau photocopy buku rekening giro
bank. f

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akan direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampa%kan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oleh pimpinan lembaga/organisasi.

6) Surat Keterangan berisi riﬂgkasan dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah
berkenaan; |

7) Photo bangunan gedung aﬁau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung iainnyb yang menguatkan informasi yang tercantum dalam

permochonan; 1
|

HIBAH KEPADA BADAN /LEDTBAGAIORGANISASI SWASTA

Persyaratan Keabsahan Dolﬂ:umen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga/organisasi serta diberi
stempel.

2) Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

2. Persyaratan Kelengkapan . . . ..
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Persyaratan Kelengkapan Dokumen Administrasi

Apabila permohonan tertulis yang diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk
disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal yang berisi informasi sekurang-kurangnya memuat jatar belakang,
rencana kerja tahun berkenaan, jumiah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)
dan hasil (outcome); |

2) Photocopy laporan penggunaan dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3) Photocopy Keputusan penganékatan pimpinan lembaga/organisasi;

4) Surat Keterangan nomor rekéning bank atau photocopy buku rekening giro bank
atau photocopy buku rekening tabungan.

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akap direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampailfan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oleh pimpinan lembaga/organisasi.

&) Surat Keterangan ringkass%n dasar hukum pendirian organisasi/lembaga
berkenaan; 1

7) Photo bangunan gedung atay‘u lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung lainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permohonan;

HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT

|
Persyaratan Keabsahan Dok\#men Administrasi

1) Permohonan tertulis yang 6itujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat serta
diberi stempel atau anggota ;masyarakat.

2) Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

Persyaratan Kelengkapan deumen Administrasi

Apabila permchonan tertulis yabg diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk
disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposai yang berisi informasi sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana kerja tahun berkenaan, jumlah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)
dan hasil {outcome); |

‘ :

2) Photocopy iaporan penggunban dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3) Photocopy Keputusan pepgangkatan pimpinan kelompok masyarakat atau
anggota masyarakat berkenaan;

4) Surat Keterangan nomor ref;kening bank atau photocopy buku rekening giro bank
atau photocopy buku rekening tabungan.

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana aﬁ<an direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampfaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oleh pimpinan lembaga/organisasi.

6) Surat Keterangan. . ..



IIl.

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

6) Surat Keterangan ringkasanj dasar hukum pendirian kelompok masyarakat
berkenaan; \

7) Photo bangunan gedung atau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung lainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permchonan; \

II1.i. BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

1.

Persyaratan Keabsahan Dokumen Administrasi

1) Permohonan tertulis yang c:::ujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan
serta diberi stempel. |

2) Permchonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

Persyaratan Kelengkapan Dokumen Administrasi
Apabila permahonan tertulis yang diajukan lolos seleksi dan dinyatakan layak untuk
disetujui, maka harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

1) Proposal yang berisi informasi sekurang-kurangnya memuat latar belakang,
rencana keria tahun berkenaan, jumlah dana yang dibutuhkan beserta sumber
pendanan, rincian rencana penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output)
dan hasil (outcome), dalam hal permohonan yang diajukan bernilai
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke atas;

2) Photocopy laporan penggunaan dana atas penerimaan hibah sebelumnya;

3) Photocopy Keputusan pengangkatan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan;

4) Surat Keterangan nomor re‘kenmg bank atau atau photocopy buku rekening giro
bank atau buku tabungan. |

5) Surat Pernyataan Tanggungjawab di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan
bahwa penggunaan dana akan direalisasikan sesuai rencana dalam proposal dan
kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana, yang ditandatangani
oleh pimpinan iembaga/orginisasi.

6) Surat Keterangan berisi ringkasan dasar hukum pendirian organisasi
kemasyarakatan;

7) Photo bangunan gedung atau lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan fisik.

8) Dokumen pendukung lainnya yang menguatkan informasi yang tercantum dalam
permohonan;

II1.2. BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

1.

Persyaratan Keabsahan Doi«f{umen Administrasi
5 | 5 . a 5
a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit

Keria Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat serta
diberi stempel. 1

b. Permohonan berisi inforjmasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.
1

2. Persyaratan Kelengkapan . . . .



a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melaiui Kepala SKPD/Unit
Kerja Teknis, dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga/organisasi serta diberi
stempel lembaga/organisasi berkenaan.

b. Permohonan berisi informasi yang lengkap dan benar disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung.

\

Persyaratan Kelengkapan Dokumen Administrasi

Persyaratan formal menyangkut ‘(elengkapan dokumen administrasi untuk pemberian

bantuan kepada Partai Politik rﬂ\engacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pem‘berian bantuan kepada Partai Politik.




LAMPIRAN IIi: PERATURAN B

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

- BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN

JPATI BUNGO

49 TAHUN 2011
3 OKTOBER 2011
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH,

KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2011.

BENTUK FORM?AT YANG DIGUNAKAN
BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN

SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN

SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Photocopy laporan penggunaan dana aPtas penerimaan dana sebelumnya;
|

Surat Pernyataan Tanggungjawab yar*g menyatakan penggunaan dana akan direalisasikan
sesuai rencana dalam proposal dan k@sediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan

dana;

Surat Keterangan nomor rekening bank atau photocopy buku rekening giro bank atau

photocopy buku rekening tabungan; |

Surat Keterangan ringkasan dasar hukum pendirian organisasi/ iembaga berkenaan;
\

|
Berita Acara Penyerahan Hibah; ‘

Surat Pernyataan Penyampaian ‘Lapofan Dana Hibah;

Surat Pernyataan Penggunaan Dana |

Hibah;



Contoh bentuk format Form-1 :
Lapprian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN
PERTANGGUNGIAWABAN PENGGUNAAN DANA
TAHUN ANGfARAN ssguauERENBEDERBAR

jumiah Dana Dari Pemerintah Daerah ' | RpPocnn.
Kelompok Belanja ] Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan
Bantuan Keuangan*)
Laporan Tahap Pertama tanggal B ey e s f e R e
Laporan Terakhir tanggal O
Laparan Saat Ini Periode ;| Tanggal .. Sid. Tanggal: .o
% Uraian  Jumiah i
No | {Rencana dan Realisasi S Se(!)ss;h Keterangan
bonaalinann DahE Rencana Realisasi (%)
(Rp) (Rp)
i 2 3 4 5=4/3 6
[ Jumlah .........
Rekapitulasi :
1) Jumiah Dana Dari Pemerintah Daerah ‘ 2 R s stems e v e
2} Jumiah Penggunaan Dana : Rp e
3) Sisa Dana ; R siensimneinss smisisiieies
........... o IR

*) pilin saiah satu




Con

oh bentuk format Form-2 :

Surg

st| Pernyataan di atas materai Rp6.000,- yang menyatakan tanggungjawab penggunaan
5 dan kesediaan untuk menyampaikan laporan penggunaan dana

dan

KOP SURAT

) pilih salah satu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

(%3]

(&5}

(o))}

2Nt A —_——

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIAWAB

7

NOMOTr & .ocvveene o {— [ oeies e aunin

Nama

e 5 e S & S SSHENEE § EEeen kb ¢ BESMEREE S AR kSRS

labatan/Pekeriaan

a-i.i----..-.d---aa-ia----.----a--.a-..~;-a--a-ii-i.--.A-.----ica...a_a.;-Aa-.

Alamat

T T D

Dengan ini menyatakan dengan sesungqm’mya sebagai berikut :
1

Baliwg Q80E «.ovmsesssow yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bungo atas beban
APBD Kabupaten Bungo Tahun Angdaran 200 ciee sebesar Rp....ccevninnianenan: (terbilang
S o S s ) adalah tanggungjawab kami sepenuhnya.

Dana tersebut akan dipergunakan sesuai peruntukan yang tercantum dalam
surat/proposal Kami NOMOT «veveeeeniaianns tanggal

----------------------------

Apabila pada akhir pelaksanaan k ‘giatan masih terdapat sisa dana, seluruhnya akan

kami setor ke rekening kas daerah Kabupaten Bungo.

penggunaan dana tersebut akan kami laporkan kepada Bupati Bungo cq. Kepala DPPKDA
Kabupaten Bungo dan pihak terkait lainnya secara berkala, dan bukti penggunaan dana
berupa kuitansi, faktur dan bukti pembayaran lainnya yang sah berada ada pada kami.

Laporan tahap awal akan kami sanppaikan 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya
dana dimaksud, untuk seianjutny? akan dilaporkan periode bulanan sampai dengan
herakhirnya pelaksanaan kegiatan.

Laporan tahap akhir kegiatan akan disampaikan kepada Bupali Bungo cq. Kepala
DPPKDA Kabupaten Bungo ditengképf dengan bukti penggunaan dana dimaksud berupa
kuitansi, faklur atau bukti pembayaran lainnya yang sah.

Apabila di kemudian hari diketajhui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga menimbulkan kerugian pegara/daerah, maka kami bersedia mengganti dan
menyetorkan kerugian tersebut ke rekening kas daerah Kabupaten Bungo serta

bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeiuarkan di Muara Bungo
pada tanggal

Pimpinan Lembaga/
Organisasi,

Nama Lengkap




)

%))

) pilih salah satu

rat Keterangan Nomor Rekening Bank

ntoh bentuk format Forin-3 :

K

OP SURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menerangkan bahwa Rekeni
Nomor e
Bank Y b nmeeeeveeies
Bentuk : Girg/Tabt

Nama R o e
Jabatan/Pekerjaan . ..
Alamat 2 L e ‘

SURAT KETERANGAN REKENING BANK
Nomor : ....

..... Fosesnenod seopsonorssa

................................................................
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

.................................................................

ingan

Adalah rekening bank milik pribadi/organisasi*) dan masih aktif yang akan dipergunakan
sebagai rekening penampung transfer dana dari rekening kas daerah Kabupaten Bungo
berkenaan dengan pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan¥*)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Muara Bungo
pada tanggal

Pimpinan Lembaga/

Organisasi,

Nama Lengkap



o
Sui

li‘

ntoh bentuk forimat Forim-4 :
at Keterangan Ringkasan Dasar Hukum Pendirian Organisasi/Lembaga

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor : ......... e Ml

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama e s sl v escistuin e vivinia e sy S SRS
Jabatan/Pekerjaan I .oieiiiiiiieerere i
Alamat el e s i s nivis e e SRS e F R SR S

Dengan ini menerangkan bahwa rngkasan dasar hukum pendirian organisasi/lembaga

.................... sebagai berikut :

1. Dasar hukum pendirian
Organisasiflembaga .....cccceveverennne  didirikan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah/Peraturan Daerah/Akte‘Notans atau bentuk produk hukum lainnya, Nomor
...................... dan tanggai e SITR I

2. Kedudukan dan Alamat ;
Organisasi/lembaga  .......c.oeevene vee  MErupakan  coeeeeeececeiacianes beraiamat di

.......................

............................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian surat keterangan ini dibuat Qntuk dipergunakan sebagaimana mestinya

| Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

Pimpinan Lembaga/
Organisasi,

Nama Lengkap




Contoh bentuk format Form-5 :

KOP SURAT SKPKD

BERITA ACAR_TAL PENYERAHAN HIBAH

Nomor :  /BAHIBAH/20....

Pada hari ini tanggal............ BUIBA.  Lornerersmemsnnsioss tahun....cccveeeees bertempat di
................ , yang bertanda tangan di bawah ini :
L. Nama B Al R NS PR

NIP D e i e leram et el et a8 S i e S

Jabatan : Bendahara Pengeluaran PPKD

Instansi : DPPKAD Kabupaten Bungo

Alamat : Muara Bujngo

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas untuk dan atas nama
pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor
Fanggai oo e , selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

------------

Nama
Nomor KTP/SIM
Jabatan/pekerjaan

N

...............................................
..............................................

................................................

Instansi

-----------------------------------------------

ATFIAE e S f e s S e wiememiivia v vinicie

nalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga/organisasi............ atau
{pribadi), selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan danai hibah daerah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, berupa uang sebesar Rp...... (i rupiah)
melalui transfer dana dari rekening kas daerah ke rekening nNOMOr ............ Bank
............. berdasarkan SP2D-LS Nom}or USSR i (0 [ oo 1 | (EEPNEIEER R

|

Demikian Berita Acara ini dibuat untul{ dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA,
dto dto

Nama Lengkap
Nama Lengkap : NIP dan Pangkat




Contoh bentuk format Form-6 :

S
pen

ofl Pernvataan di atas materai Rp6.000,- yang menyaltakan kesediaan untuk menyampaikan laporan
ggunaan dana yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama L e L et e

Jabatan T e MRS Lo e sommmamd kRS RS R A SRR RS R T T

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnyé sebagai berikut :

i. Bahwa dana hibah yang kami terima dari% Pemerintah Kabupaten Bungo atas beban APBD Kabupaten
Bungo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp......meer (erbilang @ .cessecsssessssss ) adalah

tanggungjawab kami sepenuhnya. ‘

2. Penggunaan dana tersebut akan kami Iaborkan kepada Bupati Bungo cg. Kepala DPPKDA Kabupaten
Bungo dan pihak terkait lainnya secara t?erka!a, dan bukti penggunaan dana berupa kuitansi, faktur
dan bukti pembayaran lainnya yang sah berada ada pada kami.

)

Laporan tahap awal akan kami sampaikan 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dana
dimaksud, untuk selanjutnya akan dilaporkan periode bulanan sampai dengan berakhirnya
pelaksanaan kegiatan. 1

4. Laporan tahap akhir kegiatan akan disampaikan kepada Bupati Bungo cq. Kepaia DPPKDA Kabupaten

Bungo dilengkapi dengan bukti penggunaan dana dimaksud berupa kuitansi, faktur atau bukti
pembayaran lainnya yang sah. l
|
\

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk qipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

1 Pimpinan Lembaga/
i Organisasi,

Nama Lengkap




toh bentuk format Forim-7 :

X

tat Pernyataan Tanggungjawab di 3t3s mateta/ Rp6.000,- yang menyatakan bahwa penggunaan aana

2n  direalisasikan sesuai rencana dalam proposal, yang ditandatangani oleh pimpinan
rganisasi/iembaga.

KOP SURAT

SURAT FERNYATAAI;Q PENGGUNAAN DANA HIBAH
BORIET 3 formnsas S sty ki

Yang bertanda tangan di bawah ini :
{aimia

Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhn\(a sebagai berikut :

1. Bahwa dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Bungo atas beban APBD Kabupaten
Bungo Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp......oees (1erDlANg © .oossssssssnssnnns) adalah
tanggungjawab kami sepenuhnya. 1

2. Dana tersebut akan dipergunakan sesual peruntukan yang tercantum dalam surat/proposal kami

TOMIOL s sty anggal e } ,,,,,,,,,,

Apabila pada akhir pelaksanaan kegiaban masih terdapat sisa dana, seluruhnya akan kami setor ke
rekening kas daerah Kabupaten Bungo.

W

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Muara Bungo
Pada tanggal

Pimpinan Lembaga/
Organisasi,

Nama Lengkap




